KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR “" TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO DI WILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian pejabat struktural
eleson Il dengan Nomor 821.23/001-MP/BKD, Diklat/2021
dan eselon IV dengan Nomor Nomor 821.23/002-MP/BKD,
Diklat/2021 di Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin perlu
dilakukannya perubahan Atas Keputusan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 433 Tahun 2021 tentang Pembentukan
Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat
Kecamatan Dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Timur
Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala
Mikro Di Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Se Kecamatan
Banjarmasin Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko
penanganan Corona Virus Disease 2019 tingkat Kecamatan
dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Timur untuk
pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di
wilayah kecamatan Banjarmasin Timur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Negara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 63 22) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781) ;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

13.

14.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Peangkat daerah Kota
Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Kota Banjarmasin Nomo 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan
Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus
Disease 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya
yang Dberkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat Skala Mikro.

Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko penanganan Corona
Virus Disease 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian
penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kota
Banjarmasin

Merubah Lampiran I, II, III, IV, VI, VII, IX dan X Keputusan Wali
Kota Banjarmasin Tahun 433 Tahun 2021 tentang tentang
Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019
Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin
Timur Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
2019 Dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Skala Mikro Di Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Se
Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana tercantum dalam
lampiran I, II, III, IV, VI, VII, IX dan X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota
ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Oktober 2021.

Keputusan Wali kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan/dengan ketentuan apabila terdapat
kekelirnan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal | [jovemns2021

WALI KOTA BANJARMASIN,
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ““! TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN
CORONA  VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN

PEMBATASAN KEGIATAN
SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN

PEMBERLAKUAN

MASYARAKAT

BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO KECAMATAN BANJARMASIN

TIMUR TAHUN 2021

NO. NAMA / JABATAN KEDUDUKAN
DALAM POSKO

1. | Ir. H. Muhammad Noor, M.AP (Camat Banjarmasin Timur) | Ketua

2. | AKP Fujie Firmanyah, S.H,S.I.K (Kapolsek Banjarmasin Timur | Wakil Ketua 1

3. | Mayor Czi M. Salim. SH (Danramil Banjarmasin Timur) Wakil Ketua 1l
4. | Dra. Hj. Rusdiana, (Sekcam Banjarmasin Timur) Anggota

5. | H. Sufiani (Tokoh Masyarakat) Anggota

6. | Hj. Aida Rahmah, SE (Kasi Ekobang Kec B.masin Timur) Anggota

7. Hasanuddin Noor (Satpol PP Kota B.masin) Anggota

8. | Aries Wardhana, SH (Kasi Trantib Kec. B.masin Timur) Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ©C1 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN

PEMBERLAKUAN

MASYARAKAT

PEMBATASAN KEGIATAN
SKALA MIKRO DIWILAYAH

KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO. NAMA/JABATAN DI;E&;D;J OKéa;i\IO
1. | Yoyok Hardiyanto, S.STP ( Lurah Kuripan ) Ketua

2. | Syarif ( Ketua Dewan Kelurahan Kuripan) WakilKetua
3. | Aiptu Eddy Yani ( Bhabinkamtibmas Kelurahan Kuripan ) Anggota

4. | Serma Kamaruddin ( Babinsa Kelurahan Kuripan) Anggota

5. | Muhammad Faisal Rahmadani, A.Md (Kasi Pem & Kemasy) Anggota

6. | Anang Padli ( Ketua Rt. 33 Kelurahan Kuripan ) Anggota

7. | Mutiara (Ketua Dasawisma Kelurahan Kuripan) Anggota

8. | Fitryati, SH ( Pengolah Data / Staf Kelurahan Kuripan) Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR <4 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA  VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO

KELURAHAN KARANG MEKAR KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

KEDUDUKAN
NO. NAMA /JABATAN DA POSKO
1. | Padeli Rakhman, SE ( Lurah Karang Mekar ) Ketua
2. | Marsuni (Ketua Dewan Kelurahan Karang Mekar) WakilKetua
3. | Aiptu Raden Bambang (Bhabinkamtibmas Kel. Karang Mekar) Anggota
4. | Sertu Eto Riswardiyanto (Babinsa Kelurahan Karang Mekar) Anggota
5. | Muhammad Amin (Sekretaris Lurah Karang Mekar)
Anggota
6. | Ahmad Raihan (Tokoh Pemuda Kelurahan Karang Mekar)
Anggota
7. | Putri Hafizatun Ni‘'mah (Ketua RW. 002 Kelurahan Karang Mekar)
Anggota
8. | Hariul Riadi (Kasi Trantib Kelurahan Karang Mekar)
Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

-
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ¢ ¢ TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA  VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN

BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN SUNGAI LULUT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

KEDUDUKAN
NO. NAMA /JABATAN DALAM

POSKO
1. | H. Umar Rahmani, ST, MT ( Lurah Sungai Lulut ) Ketua
2. | Bakhtiar Effendi S (Ketua Tokoh Masyarakat Kel. Sungai Lulut) WakilKetua
3. | Bripka Edi Setiawan (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Lulut) Anggota
4. | Peltu Erik (Babinsa Kelurahan Sungai Lulut) Anggota
5. | Rusihan, A.Md (Sekretaris Lurah Sungai Lulut)

Anggota
6. | Gt. Yusna Syahbana, SE (Kasi Trantib Kelurahan Sungai Lulut)

Anggota
7. | Evy Meirita(Koordinator Dasawisma dan UPPKS Kel. Sungai Lulut)

Anggota
8. | Hamdianoor (Staf Pelaksana Kelurahan Sungai Lulut)

Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ¢ TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA  VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NAMA/JABATAN KEDUD;)K;S ODALAM

H. Saugie Zulfikar (Lurah Sungai Bilu) Ketua

2. | Hanafi (Ketua RW 02 Kelurahan Sungai Bilu) WakilKetua

3. | Aipda Fahruddin (Bhabinkamtibmas Kel. Sungai Bilu) Anggota

4. | Serda Anwar Said (Babinsa Kelurahan Sungai Bilu) Anggota

5. | Arbani, A.Md (Staf Trantib Kelurahan Sungai Bilu ) Anggota

6. | Muhammad Cholil (Tokoh Pemuda Kelurahan) Anggota
Juwairiah (Anggota PKK) Anggota
Saudayanti, SE (ASN Kelurahan Sungai Bilu) Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ©€71 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA  VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO

KELURAHAN BANUA ANYAR KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

KAN
NO. NAMA /JABATAN DIZELDA[I\J/[DE%SKO

1. | H. Muhammad Saleh (Lurah Banua Anyar) Ketua

2. | Aklianoor (Ketua Dewan Kelurahan Banua Anyar) WakilKetua
3. | Aiptu Kusno Winarto (Bhabinkamtibmas Kel. Banua Anyar) Anggota

4. | Sertu Marthonius (Babinsa Kelurahan Banua Anyar) Anggota

5. | Adria Huzemi,SE (Sekretaris Lurah Kel. Banua Anyar) Anggota

6. | Muhammad Zainuddin (Staf Kelurahan Banua Anyar) Anggota

7. | Imam Soekotjo, SE (Tokoh Pemuda K. Taruna Kel. B. Anyar) Anggota

8. | Hairiah (Posyandu/Dasawisma/Relawan Kel. Banua Anyar) Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

g
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LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ©C1TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO  DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN

BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN KEBUN BUNGA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

KEDUDUKAN
NO. NAMA /JABATAN DALAM
POSKO
1. | Muhammad Zulfikar Paisal, S.STP, MA (Lurah Kebun Bunga ) Ketua
2. | Ngadiman (Tokoh Masyarakat Kel. Kebun Bunga) WakilKetua
3. | Aipda Syamsurrizal (Bhabinkamtibmas Kel. Kebun Bunga ) Anggota
4. | Kopda Agus Arik S (Babinsa Kelurahan Kebun Bunga) Anggota
5. | Muhammad Nasir (Kasi Trantib Kelurahan Kebun Bunga ) Anggota
6. | Ahmad Wahyu (Tokoh Pemuda Kelurahan Kebun Bunga ) Anggota
7. | Hairiani, SE (Sekretaris PKK dan Sekretaris Posyandu ) Anggota
8. | Burhannoor (Kasi Pem dan Kemasyarakatan Kelurahan Kebun
Bunga ) Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

.

IBNU SINA




LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ©OC71TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA  MIKRO  DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN

BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN PEMURUS LUAR KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

KEDUDUKAN
NO. NAMA/JABATAN DALAM
POSKO
1. | Magfiroh, AMG (Lurah Pemurus Luar) Ketua
2. | H. Syarifuddin, S.Sos, M.M.AP (Ketua Dewan Kel. Pemurus Luar) WakilKetua
3. | Nasrullah (Bhabinkamtibmas Kelurahan Pemurus Luar) Anggota
4. | Yhosep Musmuliani (Babinsa Kelurahan Pemurus Luar) Anggota
5. | Ira Firyani (Sekretaris Lurah Pemurus Luar) Anggota
6. | Yantoni (Ketua RW.01 Kelurahan Pemurus Luar) Anggota
7. | Daeng lantoni (Ketua RW.02 Kelurahan Pemurus Luar) Anggota
8. | M. Amperansyah(Kasi Trantib Kelurahan Pemurus Luar) Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

4
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LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR €C1TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA  VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN

BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN PENGAMBANGAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO. NAMA /JABATAN DI;EL?\;JJD}%%E o
1. | Aryo Muhaimin, SE, MM (Lurah Pengambangan) Ketua

2. | Abdul Chair, A.Md.Kep (Tokoh Masyarakat Kel.Pengambangan) WakilKetua
3. | Bripka Suminto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Pengambangan) Anggota

4. | Koptu Yatno (Babinsa Kelurahan Pengambangan) Anggota

5. | Astini Zulaiha, S.Sos ( ASN Kelurahan Pengambangan) Anggota

6. | Alfansyah (Tokoh Pemuda Kelurahan Pengambangan) Anggota

7. | Endang Susilowati (Kader Posyandu Kelurahan Pengambangan) Anggota

8. | Khairunnisa, S.Ap (Honorer/staf Kelurahan Pengambangan) Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,
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IBNU SINA




LAMPIRAN X

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR “" 'TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA  VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN

BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN PEKAPURAN RAYA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

KEDUD
NO. NAMA/JABATAN DALAII\J/I : OKSPE?TO

1. | Drs. Riza Firmani (Lurah Pekapuran Raya) Ketua

2. | Abdurrahman (Ketua DK Kelurahan Pekapuran Raya) Wakil Ketua
3. | Bripka Bambang Sunarto (Bhabinkamtibmas Kel. Pek Raya) Anggota
4. | Peltu Januri (Babinsa Kelurahan Pekapuran Raya) Anggota
S. | dr. Hj. Widi Utami, MM (Kepala Puskesmas Kel.Pek. Raya) Anggota
6. | Rizkia Rufaida, S.Kom (Seklur Kelurahan Pekapuran Raya) Anggota
7. | Tania ( Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Anggota
8. | Maswan ( Puskesmas Pekapuran Raya ) Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA




